BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Sidkun 3in 1

implementasi program SIDUKUN 3 in 1 telah dijalankan dalam
berbagai kondisi yang terus berubah seiring dengan perubahan iklim
pelayanan publik yang selalu menuntut untuk agar selalu menjadi
pelayanan yang berkualitas dengan segala kendala yang dihadapi dengan
upaya yang maksimal.

implementasi program SIDUKUN 3 in 1 dalam meningkat kualitas
pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
dari perspektif Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Teori implementasi kebijakan model George C.
Edward IlI.

Secara umum, program SIDUKUN 3 in 1 ini telah
diimplementasikan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang
masih harus dibenahi terutama kendala tehnis berupa jaringan yang sering
error dan kendala kebijakan terkait wewenang untuk pemberian Hak akses

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

2. Standar Pelayanan Program SIDUKUN 3in 1

Bila ditinjau dari segi kualitas pelayanan publik yang telah
memenuhi kriteria Standar Pelayanan, maka kualitas pelayanan publik
pada Program SIDUKUN 3 in 1 dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

a. Prosedur layanan
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

101



102

kesederhanaan dan atau kemudahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan
pelayanan publik. Hasil temuan dilapangan membuktikan bila
dibandingkan dengan mengurus akta kelahiran secara konvensional,
prosedur pelayanan program Si Dukun 3 In 1 mudah dan tidak berbelit-
belit, dan tidak membutuhkan waktu yang lama
b. Waktu Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
yang dimaksud dengan waktu penyelesaian adalah waktu yang ditetapkan
sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam
memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu
pelayanan masing-masing. Berdasarkan penelitian Program SIDUKUN 3
in 1 telah mampu menyelesaikan dokumen dengan tepat waktu sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

c. Biaya Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan yang berkaitan dengan pengenaan biaya secara

wajar dan terperinci serta tidak melanggar peraturan yang ada.

Pembuatan akta kelahiran melalui program S| Dukun 3 In 1 tidak
dikenakan biaya sama sekali atau gratis karena mengacu pada Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

d. Produk Layanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diterima oleh pengguna
layanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bebas

dari kesalahan teknis, baik dalam penelitian permohonan yang telah



diajukan sebelumnya maupun dalam hal teknis lainnya. Produk pelayanan
yang ditawarkan oleh program Si Dukun 3 In 1 terdiri dari produk fisik dan
non fisik. Produk fisik terdiri dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Baru, Kartu
Identitas Anak, dan kartu BPJS Kesehatan, serta surat keterangan lahir
dari rumah sakit tempat bayi dilahirkan. Produk non fisik terdiri dari nomor
identitas kependudukan dan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bayi yang
baru dilahirkan.

produk layanan yang dihasilkan oleh program SIDUKUN 3 in 1 tidak
semua diterima oleh masyarakat pengguna layanan ini sesuai dengan
ketentuan, masih ada warga masyarakat yang tidak langsung menerima e-
ID BPJS dikarenakan terkendala jaringan dan sebagainya.

e. Saranadan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan layanan
program SIDUKUN 3 in 1 di RSUD disediakan oleh Dinas Dukcapil, seperti
komputer, printer, dan blanko KIA namun dibutuhkan peremajaan,
mengingat usia pakai sudah sejak pengadaan tahun 2011. Sedangkan
pihak RSUD menyediakan ruangan dan jaringan internet.

f. Kompetensi petugas pemberi layananan

Petugas telah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang
diperlukan untuk menjalankan proses pembuatan akta kelahiran
menggunakan program S| Dukun 3 in 1. Selain itu petugas operator juga
memiliki sikap dan etika yang baik yang dapat mencerminkan pelayanan

prima.

3. Outcome program SIDUKUN 3in 1

Implementasi program SIDUKUN 3 in 1 selama ini sudah berjalan
dengan baik namun dalam perjalanannya menghadapi banyak faktor yang
memepengaruhi pelaksanaannya dalam mencapai yujun yang telah
ditetapkan. Ada faktor yang sifatnya tekhnis dan ada juga faktor yang sifat
non tehnis yaitu kebijakan pemerintah pusat.

Faktor tehnis dapat diselesaikan dengan upaya upaya perbaikan

dan koordinasi antar instansi yang berkolaborasi namun Faktor hambatan
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utamanya justeru datang dari faktor non tekhnis yaitu kebijakan pemerintah
pusat dalam hal ini Dirjen Adminduk Kemendagri.

Untuk menganalisa persoalan tersebut dengan secara mendalam,
peneliti menggunakan pendekatan teori Implementasi kebijakan model
George C. Edward lll, yang mempertanyakan terkait dengan pra kondisi
atau prasyarat pelaksanaan suatu kebijkan atau program dalam proses
pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri yakni keberhasilan implementasi
program SIDUKUN 3 in 1 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, yaitu hal apa saja yang menjadi
prasyarat berhasilnya program SIDUKUN 3 in 1 dan hal apa yang menjadi
faktor penghambat utama terhadap keberhasilan program SIDUKUN 3 in 1

nl.

4. Faktor penyebab rendahnya tingkat capaian kepemilikan e-
ID BPJS dalam program SIDUKUN 3in 1

Bila dilihat dari perspektif implemetasi kebijakan dimana suatu
program kebijakan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak adalah dengan
melihat sejauh mana nilai kebermanfaatan atau outcomes dari
implementasi program SIDUKUN 3 in 1 ini, paling tidak terkait outcomes
yang diterima oleh instans yang telah terintegrasi dengan program
SIDUKUN 3 in 1 ini.

Menurut implementasi kebijakan model George C. Edward, agar
dapat melihat hal hal apa saja yang menjadi prasyarat keberhasilan
sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat utama keberhasilan
program SIDUKUN 3 in 1 ini dapat dianalisa menggunakan empat faktor,

yaitu struktur birokrasi, disposisi, komunikasi dan sumberdaya.
a. Struktur birokrasi

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, terkait dengan
struktur birokrasi, Pada Program SIDUKUN 3 in 1 ini sudah memiliki SOP
yang berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan kebijakan bagi para

pelaksana dan adanya fragmentasi sangat dibutuhkan dalam Program



Sudukun 3 in 1 ini karena program ini tidak hanya dijalankan oleh satu
instansi, melainkan beberapa instansi yang berkolaborasi. Hal ini dilakukan
agar masing masing instansi yang terlibat dapat tetap melaksanakan tugak
poko dan fungsi masing masing sehingga mencegah terjadinya
overlappaing atau tumpang tindih.

b. Disposisi

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan terkait faktor
disposisi, ternyata ditemukan sikap acuh tak acuh maupun sikap kurang
komitmen para pelaksana kebijakan bukan hanya dibangun berdasarkan
kesadaran dan pemahaman diri akan pentingnya manfaat suatu program
kebijakan, namun juga dipengaruhi oleh kapabelitas dari pelaksana

program, baik secara kualitas maupun kuantitas.
c. Komunikasi

1) Transmisi kebijakan di Disdukcapil nya sendiri relatif tidak ada masalah.
Mengigat pelaksanaan kebijakan pada dasarnya hanya merubah sistem
dan mempercepat pelayanan dengan mendekatkannya kepada
masyarakat. Dan secara teknis pun penerbitan dokumen kependudukan
memang sudah dilakukan dan menjadi tugas keseharian para operator

Dukcapil.

2) Kejelasan, Program Si Dukun 3 In 1 saat ini telah lebih diperjelas dengan
adanya Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan
Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (S| DUKUN 3 in 1) Pada
Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pusat, Puskesmas, Dan
Rumah Sakit Swasta. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan lebih
memberikan arahan yang jelas terkait tugas pokok dan fungsi masing-

masing sektoral.

3) Konsisten, terkait informasi yang tetap dan tidak berubah ubah, yang

merupakan hasil rapat dan kajian yang melahirkan Keputusan Kepala
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Dinas sebagai SOP yang dijadikan sebagai pengarah kegiatan dilapangan
sehingga konsisten dalam pencapaian tujuan program.

d. Sumber Daya:

Sumber daya yang akan dianalisa pada program ini adalah terkait

dengan staf, informasi, fasilitas dan wewenang.

1) Staf, ada kekurangan staf pada beberapa service point layanan program
SIDUKUN 3 in 1, salah satunya adalah RSUD Kecamatan Kalideres, yang

cukup menjadi kendala dalam efisensi waktu penyelesaian dokumen.

2) Informasi, terkait dengan tata cara pelaksanaan dan data kepatuhan
darp pelaksana, untuk pengumpulan informasi terkait dua hal tersebut
diatas, Dinas Dukcapil telah membentuk Tim Monev yang berfungsi
sebagai pengumpul data dan informasi seputar kegiatan pelaksanaan

program dilapangan, yang mana informasi tersebut digu

nakan sebagai bahan pengambilan keputusan bila sewaktu waktu

diperlukan.

3) Fasilitas, berupa sarana dan prasarana seperti komputer, printer, blanko
KIA sudah terpenuhi si semua service point namun kondisinya kurang
memadai karena spesifikasinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan,

dikarenakan fasilitas ini merupakan pengadaan tahun 2011.
4) Wewenang diperlukan dalam program SIDUKUN 3 in 1 ini:

a) Sebagai legalitas formal berupa Surat Penugasan kepada
para pelaksana merupakan bentuk pendelegasian sebagian
wewenang Dinas Dukcapil untuk kegiatan pengawasan,

operasional dan maintenance.

b) Sebagai pengaturan pengaturan tugas pokok dan fungsi
masing masing bagian atau instansi sehingga tidak terjadi

tumpang tindih atau overlapping.

¢) Kewenangan berupa hak akses untuk melakukan bridging

system antara SIAK (Sistem Informasi Administrasi



Kependudukan) dengan aplikasi yang ada di RSUD maupun
BPJS Kesehatan. Yang saat ini sudah tidak dapat dilakukan
karena keterbatasan Hak akses yang hanya dapat diberikan
oleh Dirjen Adminduk, sehingga Program SIDUKUN 3 in 1 ini
sudah tidak dapat dijalankan sesuai dengan konsep awal,
dimana ada outcomes berupa pemanfaatan NIK sebagai Key
Access oleh BPJS Divre IV untuk penunggalan Data
kepesertaan BPJS dan pemanfaatan NIK bayi baru lahir
sebagai akses kunci untuk pengajuan e-ID BPJS.

Maka terjawablah sudah pertanyaan penelitian ini tentang Faktor
penghambat utama sehingga program ini berjalan kurang baik, yaitu faktor
Sumberdaya wewenang, terkait dengan wewenang dalam pemberian hak
akses untuk integrasi dengan aplikasi SIAK. Tanpa hak akses dari Dirjen
Adminduk, maka Integrasi database kependudukan tidak dapat
dilaksanakan. sehingga outcomes berupa pemanfaatan NIK sebagai kunci
akses oleh BPJS Divre IV tidak didapatkan, karena berhasilnya suatu
program kebijakan itu salah satunya ditentukan oleh seberapa besar nilai
kebermanfaatnya untuk kelompok sasaran maupun stakeholder yang

berkolaborasi.

B. SARAN

1. Kualitas Pelayanan publik pada pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1
yang sudah baik ini agar dipertahankan

2. Peremajaan sarana dan prasarana pendukung sebaiknya segera
dilakukan agar tidak menghambat proses layanan yang sedang
berjalan

3. Terkait dengan Disposisi, adanya sikap acuh tak acuh dan kurang
komitmen dari para pelaksana karena terkendala aplikasi, sebaiknya
dinas Dukcapil memfasilitasi dengan pembuatan super apps yang
dapat di akses dan sincronize dengan aplikasi yang ada di instansi lain,
RSUD ataupun BPJS Divre IV, sebagai pengganti kebijakan terdahulu

terkait Hak akses.
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4. Adanya kekurangan staf operasional program SIDUKUN 3 in 1 pada
RSUD kalideres sebaiknya menjadi perhatian juga, karena hal ini bisa
mnejadi hambatan kedepannya.

5. Terkait dengan wewenang pemberian Hak akses SIAK, sebaiknya
Dinas berkoordinasi dengan Dirjen Adminduk dengan melibatkan Biro
Kerja sama Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk memaparkan betapa
strategisnya program SIDUKUN 3 in 1 ini dalam rangka Pemanfaatan
NIK dan database kependudukan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik, bukan hanya untuk diterapkan di Jakarta namun juga
berharap dapat dilakukan Duplikasi dan replikasi yang sesuai dengan

karakter wilayah dan keburtuhan masing masing.
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